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ABSTRAKS!

Sumber daya ikan memeiliki dava pulih kembali
{ renawable) walsupun hal itu tidak pula berarti tidak
terbatas, karena apablla pemanfaatannya dilakukan secara
bertentangan dengan kaedah-kaedsh pengelolaan sumber dava
ikan, misalnya melebilhl potensi yang tersedia atau dengan
menggunakan alat yeng dapat merusak sumber dave lkan dan/atau
lingkungan, tentu akan berakibat terjadinyea kepunahan.

Terancamnya kelestarian sumber dayva ikan dapat pula
digebabkan o©leh kegiatan-kegiatan lain, misalnva pelayvaran.
pertambangan, penempatan kabel laut, pembusngsan aampah
industri, penebangan hutan baksau bahkan Jugs peristiwa slam, .
vang #emua inl secars poteneiml dapat menimbulkan pencemaran
lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut, pemblnaan sumber
daya ikan merupakan masalsh yang sangat penting dan harus
dilaksanakan secara terpadu dan terarah, maka periu  diasmbil
langkah-langkah untuk mangatur segl-segi kelestarian serta
pengawasannya.

N
Gangguan lingkungan hidup di perairan Jawa Tengah
dibedakan menjadl 2 (dua) baglen vaitu

1. Penggolongan lingkungen perairan yang meliputi perairan
rawa, danau, sungsal, hutan bakau., pantal, peraliran karasng,
perairan buatan (waduk, dam, kolam, saluran irigasi,
tambak ) '

2. Jenis gangguan lingkungan perairan yana meliputl erosi,
renggunaan bahan peledak, penggunaan bshan beracun, bahan
limbah pemukiman, bahan limbah industri, limbah minyak
prerusakan terumbu karang, rerusakan hutan bakau.

Di dalam upaya untuk kepentingan kelestarian sumber days
ikan, Pemerintah telah mengatur Izin Usaha Perikanan secara
nasional vaitu dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1980
berkaitan dengan berlakunys Undang-undang No. 8 Tshun 1985
tentang perikanan dan tentuy saja Undang-undang Iinlpun tildsk
dapat lepas dari Undang-undang No. 4 Tahun 1882 +tentang
ketentuan-ketentuan Pokok Pengelchan Lingkungsn Hidup dimana
undang-undang ini berfungsi sebagal ketentuan payung
(umbrella provision).

Pengaturan Izin Usaha Perikanan di Propinsl Dati I Jawa
tengah diatur dengan Perda No. 6 Tahun 1978. Adapun tulduan
utama pengaturan ini adalah melindungi desersh peralran yseng
mempunyai tempat perkembangan dan pertumbuhan 1ikan daril
kegintan penangkepsn yang menggunakan Jenis peralstan
penangkapsn ikan yang leblh maju. Oleh karena itu Pemerintah
Deereh Tingkat 1 Jaws Tengah telah mengatur lebih dahulu
sebelum Pemerintah Pusat mengatur dengan Undang-undang No. 9
Tahun 1585 tentang Periksnan dan Peraturan Pemerintah No. 15
Tahun 1990 tentang Izin Usehs Perikanan.



SUMMAL

Fizh as resources has renewsble ability although it not
mean Thart. is unlimitted beosuee 1fF it is explored
contradicoively against the princivles of  fish regources
manapgoement  as  over  xxploration  or expioring with such
equipment  that make fish reszourocos: and snvirooment will  be

detructerd. They will terminate i h recource:s.

The theat of fish resources can slse caused by other
activity a0 ahipping. mining., subwmsvine cabhle  ocunctruction,
indusgtrial waste disposal. mangrove destruction even it may

he  couszed Ly patural hazard. all  of them rotenclal iy
rollutable and destruction to envivcnment., 1t means that fis
TEeSOurTes oneervation 1&g vervy imporvant  and should  be
managed 1ngratlvelv and directly. so 1t needs exact to manago
ite consevation agpect shd controling,

nvivonmental disturbance i Contral Java waters  area
divided into two classes, they aro

1. Waters:  environment olaoassification which includes
aweins ,  lakes, rivers, mangrove, sen ahores,  reeves
arcd artificial waters (dams. ponds, irrigation
gutters, salty ponds)

2. Water  envenronment distrubance tvrpe -which includes
erosion, blasting material usmsge, poisoncus material

usage,  domestle waeste, imdustrlal waste, oll waste,
reaves destructlon and mangrove destruction.

in order to improve fish rescurces conservation,
Government  has nationally regulevized ficheriles exploration
by  Government Regulation Number 15 Year 1990 concerning
Figheries Euploration Permission 20 relation with Act Number
Year 1905 concern ing Fisheries and certainly the act cannot
he sepsrsted with Act Number Year 1282 concerning Environment
Management Frinciples which the act functionate as  Umbrella
proviaion.

Reguloarizing fisheries exploration permission on
Central Java Province was regularized by Local Regulation

{Perda) Number 6 Year 1976. The main oblectives of regurizing
was to protec water area whict has breeding ang growing area

against  fish exploration sctivity that uee modernegulpment,
s Local  Authorityof Central Java Province had earlier

regulazed before Indonesia Government regularized by the Act
Number 9 concerning Fisheries Exploration Permission and . Act

Mumber 35 Yonre 1980 concerning Misherles,

i



KATA PENGANTAR

Laporan Hagil Peneitian ini merupakan kegiatan

Penelitian vanz dilaksanakan guna mengembangkan mata kulish
Hukum Lingkungan dan Hukum Perikanan di Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro.

Adapun Jjudul  penelitian ini adalah PENGATURAN IZIN
DSAHA PERIKANAN SEBAGAT UPAYA PELESTARIAN  LINGKUNGAN HIDUP
WILAYAH PERATRAN DI PROPINSI DATI I JAWA TENGAH.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data atsu

informasi mengenal peraturan-peraturan vang mengatur Izin
Usaha Perikanan; mengetahul upaya Pemerintah Propinsi Datli I

Jawa Tengah dalam hal ini Dinas Perikanan dalam upaya mendagsa
kelestarian sumber daya perikanan di Wilayah perairan Jawa

Tengah dan mengetahul tata carsa atau progedur memperoleh
Surat Izin Usaha Perikanan berkaitan dengan kongevasi sumber

dayva i1kan di laut; disamping itu diharapkan depat bermanfaat
sebagai sumbangan pemikirsn bagi masyarakat, Pemerintah

maupun Perguruan Tinggl.

Selesainys penelitian ini, tidak lupa peneliti
mengucapkan terima kaslh kepsada :

1. Pimpinan dan seluruh Staf Dinasg Perikanan Propinsl Dati I
Jawa Tengah.

2. Pengelola Perpustskean Dinas Perikanasn Propinei Datl 1
Jaws Tengah.

O3
B

Semua prihak vang membantu dalam penelitian inl.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih
jrmuh dari s=sempurna, kekurangan yang terdapat di dalamnya

tidak lein karena terbatasnya pengetshuan dsnh kemampuan
peneliti. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun

vang sangat diharapkan.

Semarang, 3 Januari 1995
Tim Penelitl



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Faktor wilayah merupskan saish satu sendi esensiai
bagl eksistensl suatu negara. artinya tanpa wilayvah suatu
negara tidak ada. Secara  umum  aapat dikataksan bseshwa
wilayah suatu negara terdiri dari wilayah darat,
laut/perairan dan udara. Namun kenvataan menunjukkan bahwa
tidak semua negars memiliki wilayah yang terdiri dari
ketiga matra tersebut. Beberapa negara yang terlindung
oleh wilayah daratan negara lain. misalnya : Cekoglaovakia.
Hongaria. Laos. Loxemburg. Zan Mwrino. Swiss. Belivia,
Raraguay, yang semuanya tidak mempunyvai wilayah perairan/
lautan.

Batas dari kedaulatan ini mudah dapat ditentukan
di'atas tanah daratan, tidak hanya oleh karena di tanah
mudah diadakan tanda perbatasan, tetapi Juga oleh karena
di keluasan tanah dapat diinjak dan didiami oleh orang-
orang manusia yeang merupakan penduduk dari wilayah 1itu,
untuk siapa peraturan-peraturan dari negara itu berlaku.

Lain halnya dengan laut sebagal suatu keluasssn air,
dimana sukar diadakan tanda batas dan dimana orang-orang
manusia tidak dapat menetap berdism, mska dengan demikian
pada umumnys agak sukar Juge untuk membatasi suatu wilayah

berupa air l).

l1). Wirjono Prodjodikoro. Hukum [Laut Bagl Indoneﬂiag,;

¢ sumuyr Bandung @ 1884), hal., 10.



B

Laut sebagai salah satu unsur wilayah dari suatu
negara mempunyal artl sangat penting bagi suatu negara,
karena arti laut antara lain adalah
1. sebagai jalan dan jJalur pelayaran ;

2. kekayaan yang terkadung di dalam laut dan didasarnya ;

3. di dalam tanah di bawah laut terkandung kekayaan alam
vang tidak ternilai, misalnya minyak., timah, sulfur,
besl, nikel, dan tembaga ;

4. laut Juga menjadl sumber tenaga-tenaga air pasang
gurut, mulai dipikirkan sebagai sumber tenagsa dimasa
depan, begitu pula arus dan ombak dipikirkan merupakan

sumber tenaga dimasa depan 2).

Menyadari kembali akan pentingnya wilaysh laut seba-—
gai bagian dari wilayah Indonesia yang telah mengantarkan
bangsa dan negara Indonesia kepada kejayaan yang pernah
dimilikil beberapa abad vang lalu, maka dalam proses pembsa-—
ngunan nasional sekarang inil dengan menggunakan konsep
Wawasan MNusantara Pemerintah Indonesia Dberusaha dengan
sungguh-sungguh untuk memanfaatkan perairan Indonesia
semaksimal mungkin bagl kesejahteraan dan keamanan bangsa
Indonsia.

Teknologi modern yang terus berkembang di dalam
penggunaan laut, sudsh Jelas dapat dilihat bahwa Jenis
sumber daya maupun yang hendak diperoleh dari laut

senantiasa akan dapat tercapail dengan mudah. Misalnya :

2) Hamzah. Laut Teritorial Dan Perairan Indonesia. (Aka -~
deml Pressindo, 1984), hal. 2.
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tentang perikanan dengan menggunaken teknologl modern,
renanghkapan terhadap segala Jdenis ikan dapat saja diadakan
tanpa mengalami kesulitan. Akibatnya bisa terdadi
penangkapan ikan yang berlebihan, sehingga mungkin sajs
akan mengganggu keseimbangan sumber daya hayseti di laut,
sepertd  yang terdadl di perairan laut Indonesia maupun
negara-negara Asia Tenggara lainnva bahwa penggunaan bahan
peledak untuk penangkapan ikan yvang dilakukan parsa nelayan
selama ini telah mengakibatkan =semakin parahnya keruseakan
terumbu karang 3).

Contoh lain vang kurang menguntungkan misalnya ada-

nya anggapan bahwa karena ada kebebasan di  laut lepas,

maka akan berartipula bahwa laut bisa s3ajsa dicemarkan

gdekehendak hatl Lkarena hal itu termasuk salah satu

kebebasan di laut lepas.

Hal lain vang menarik lagi, bahwa dengan
,berkembangan teknologi modern maka telah dapat ditemukan
berbagai sumber daya salam (non hayati) yang lain, vang
sebelumnya memang tidak pernah dipikirkan, misalnya
meneral, gas alam, minyak bumi, dl1l.

Teknologi dalam mempergunakan satelit sebagal alat
pengindera jarak jauh, sangat bermanfast apabillas digunakan

di negara-negara maritim, sebagai alat bantu untuk

3). Ison Hadisubroto. "Usaha Pencegahan Dan Pengendalian
Penggunaan Bahan Peledak Dan Zat Kimia Sebagai
Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Laut Dan Pe-
rairan Unum"” Suvara Merdeka, 24 Desember 1990.



menentukan ( Fishing ground) dalam operasi penangkapan
ikan. Melalui satelit ini potensi kelautan dapat dideteksi
dengan Jelas. dari sumber hayati laut, sumber minyak,
sumber tambang sampail harta karun vang terpendam di dasar
peralran. tentu saja hal ini akan memberikan rengaruh yang
besar bagl nelayan Indonesia vang selama  ini masih
menggunakan CHra~Ccara lama seporti dengan malihat
gerombholan  burung, riak gelombang dan pemasangan  rumpon,
dimana cara-cara ini belum begitu akurat untuk menentukan
daerah penangkapan, sementara cara yang eefektif belum
ditemukan., magih dalam percobaan.

Pasal 33 UUD 1845, wmemberikan pengertian bahwa
pemanfaatén sumber daya ikan diarahkan wuntuk sebesar-
besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakvat I{ndonesila,
dengan demikian pemanfaatan sumber daya ikan tersebut pada
dasarnya hanya dapat dilaksanakan ocleh Warga Negara
Republik Indonesia, baik secarsa perorangsan maupun dalam
bentuk badan hukum, dan hapus dinikmati secara merata,
baik c¢leh produsen dan konstumen.

Seperti telah diketahui bersama bahwa pada akhir-
akhir ini sering kita denganr dan kita baca dalam berbagai
media. bahwa Pemerintah sedang piat-pgiatnva melancarkan
pembangunan yang berwawasan lingkungan atau lebih umum
dikenal dengan pembangunan yang berkelanjutan.

" Ciri utama pembangunan tersebut adalah meletakkan

unsur, lingkungan hidup sebagai unsur yang penting untuku

dipertimbangkan sebelum melakukan lkegiatan.



Dalam pembangunan sub sektor perikanan dimana telah
disebutkan dalam Undang-Undang Perikanan, bahwa pembangu-
nan perikanan pada hakekatnya adalalh memanfaatkan sumber
daya ikan yang ada bagi kepentingan kesejahteraan manusia,
tanpa merusak sumber daya 1tu sendiri.

Berbagai upaya telah dan akan terus dilakukan guna
melindungi kelestarian sumber daya, yang dituniukkan untuk
menjaga kelestarian sumber itu sendiri agar dapat dimanfa-
atkan secara terus menerus.

Dalam Undang-Undang No. 4 tshun 1982, tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup,
serta PP No. 29 tahun 19868 tentang Analisis Mengenal
Dampak Lingkungan {AMDAL) +terlihat Jelas kehendak
Pemerintah akan pentingnya upraya perlindungasn lingkungan
yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Gangguan terhadar kelestarian sumber daya perlikanan
prada prinsipnya berasal dari 2 hal, yaitu
1. Intern (dari dalam) unsur perikanan itu sendlril ;

2. Ekstern ( dari luar) unsur perikanan.

Gangguan Intern : Dapat diakibatkan oleh adanya pola

pemanfaatan sumber daye yang tidak terkendall, eseperti

adanya upaya tangkap yang berlebihan { Overfishing).,
penggunaan cara terlarang (Jaring traw), ukuran serta mata
jaring, dsb) serta timbulnya wabah hama dan penyskit ikan.

Gangguan Ekstern : Dapat diakibatkan oleh masuknya
bahan beracun kedaslam perairsn vang dapat berakibat buruk
bagl tkepentingan perikanan, seperti T pencemaran 1im§§h

berscun  dari  berbagal Jdenie industri/ussha, penggunasn



bahan peledak (bom), penggunaan arus listrik (stroom),
Penggunaan bahan-bahan beracun (potas) dalam melakukan
kegiatan penangkapan ikan.

Penggunaan pestisida yang mempunyai spektrum luas
dan toxic yang tidak terkendsli dewasa ini merupakan
bentuk ancaman yang serius terhadapr kelestarian sumber
daya perikanan 4).

Sumber daye lkan dimanfaatkan untuk sebeszar-besarnya
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun demikian dalam
memanfaatkan sumber daya ilkan tersebut harus senantliasa
menjaga kelestariannya, dengan kats lain secara peman-
faatan sumber dilakukan dengan mengendalikan usaha
perikanan melalul perizinan, dimana penerapan perijinan
bagi nelayan dan petanl 1ikan kecil dibebaskan dari
kewajiban untuk memiliki izin, oleh karena itu, dalam
permasalahan ini kami mencoba untuk mengetahul dan
mempercleh data-data tenteng : PENGATURAN IZIN USAHA
PERIKANAN SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
WILAYAH PERAIRAN DI PROPINSI DATI 1 JAWA TENGAH.

Alasan Pemilihan Judul
1. Pola Illmiah Pokok (PIP) UNDIP

Berdasarkan fungsi Trldarma Perguruan Tinggi yvyang
dikaitkan dengan pengertian perguruan tinggi sebagai pusat

kebudayaan, yaitu pendidikan dan kebudayaan, penelitian

4). Dinas Perikanan “Hukum Dan Peraturan Perlindungan
Sumber Daya Ikan”. Disampaikan pada diskusi
Ilmiah Mahaslswa Jurusan Perikanan Fakultas
Peternakan UNDIP padsa tanggal 10 Deaember 1880.



dan pengabdian masyarakat, kini tiap perguruan tinggi mau
tidak mau dalam pengembangannya perlu berorientasi kepada
kebutuhan dan potensi lingkungannya, kepada pembangunan.
wilayah dimana perguruan tinggl itu berkedudukan.
Universitas Diponegoro yang berkedudukan di Semarang
ibu kota Propinsi Dati I Jawa Tengah, dengan memperhatikan
keadaan lingkungannya, khususnya wilayah Jawa Tengah,
tanpa meluprakan kedudukannya dalam ruang lingkup wilaysh
vang lebih besar, yaitu ulasu Jawa dan wilayah Republik
Indonesia sebagai bagian alam semesta telah bersepakat
untuk menetapkan Pengembangan Lingkungan Wilayah Pantai
{( Coastal Regicn FEcodevelopment ) sebagai Pola Ilmiah

Pokoknya.

2/3 Wilayah Indonesia adalah perairan

Tanah Alr Indonesia yang sebaglan besar terdirl dari
perairan mengandung sumber dayva ikan yang sangat besar,
tinggl tingkat kesuburannya dan merupakan karunia Tuhan
Yang Maha Esa, sejak dahulu dimanfaatkan oleh rakyat
Indonesia secara turun temurun. Disahkannya rezim hukum
Zona Fkonomi FEksklusif dalam lingkungen Hukum Laut
Internasional yang baru maka sumber daya ilkan milik bangsa
Indonesis menjadi bertambah besar Jumlahnya dan ssangat
potensial untuk upaya menunjang peningkatan kesejashteraan

dan kemakmuran seluruh rakyat.



3. Perkembangan pengaturan mengenai wilayah perairan

Berdasarkan pada Kustviseherij Ordonnantie Stbl. 1972
Berdasarkan pada Teritoriale Zee en Maritieme Kringen
Ordonnantie 1939 (dihitung 3 mil laut).

Deklarast Juanda 1957 (dihitung 12 mil laut).
Pengukuhan Deklarasi Juanda menjadi UU/Prp/No. 4,/1990.
Zona Ekonomi Eksklusif, UU No. b tahun 1983 (200 mil
laut)

Konsep wawasan politik seperti yvang tercantum dalam
GBHN Republik Indonesia yang tercskupr dalam Wawasan
Nusantara yaitu

bahwa seluruh kepulauan nusantara merupakan satu
kesatuan  hukum dalam arti bahwa hanyva satu  hukum

nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional.

4. Dasar Hukum dan Kebijaksanaan Pengelolaan

a.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan pada’
Bab III Pasal 6 ayat (1), telah disebutkan dengan Jjelas
bahwa setiap orang dan badan hukum dilarang melakukan
kegiatan penangkapan dan pehbudidayaan ikan dengan
menggunakan beahan stauw alat yvang dapat membahayakan
kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannysa.
Penggunaan bahan peledak, bahan beracun, aliran iistrik
dén lain sebagainya tidak saja mematikan ikan tetapl
dapat pula mengakibatkan kerusakan pada lingkungan dan
merugikan nelayan dan petani ikan. Apabila terjadi
kerusakan gebagal sakibat digunakannya bahan/algt

termaksud, maka pengembalian kedaslam kondisi sepertl



semula akan membutuhkan waktu vang sangat lama, atau
bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan. QOleh karenanya

penggunaan bahan-bahan tersebut harus dilarang.

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1890 tentang Usaha
Perikanan dan Perda No. 8 Tahun 1978 tentang Usaha
Perikanan di Propinsi Dati 1 Jawa Tengah yang mengatur
prelaksanaan Usaha Perikanan serta menjaga kelestarian
sumber daya perikanan dan lingkungan yang serasi dan
seimbang untuk menunjdang pembangunan yang berkese-
imbangan, maka perlu pembinaan, pengawasan dan
pengendalian melalui Izin Usaha Perikanan (IUP). Barang
siapa dengan sengaja me lakukan perbuatan vang
menyebabkan rusaknya lingkungan hidup sebagaimana di
atur dalam UU No. 9 Tahﬁn 1985, Bab VIII, Pasal 24
dapat dikenakan tindak pidana dengan pidana pendara
gelama-lamanya 10 tahun dan atau denda sebanyak-banyvak-

nya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Undang-Undang No. 4 tahun 1982 tentang Xetentuan-

Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1). Azas dan tujuan
Pengelolaan lingkungan hidup ini berazaskan
pelestarian kemampuan lingkungan yang serasl dan
selmbang.
Adapun tujuan pengelolasn lingkungan hidup antaﬁa‘

lain untuk : e



2).

10

{a) tercapainya keselarasan hubungan antara manusia
dan lingkungannya

{b) terkendalinya pemanfaatan sumber secara bljak-
sana 3

{c) terlaksananya pembangunan berwawas=an lingkungan
untuk kepentingan generasi selkarang dan
mendatang (daur ulang) ;

{d) terwujudnyva manusia Indonesias sebagail pembina

lingkungan hidup.

Hak dan KewaJjiban

Setiap orang mempunyal hak dan kewadiban untuk
herperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan
hidup. Sehingga setiap orang yang menjalankan
kegiatan usaha baik disektor perikanan maupun vang
lain berkewajiban memelihara kelestarian sumber
daya dan lingkungan.

Adapun kebijaksanaan Pemerintah berkewadiban untuk
menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan
tanggung Jewab dalam pengelolean lingkungan hidup,
agar supaya sumber daye alam yang dikuassili oleh
negars ini depat dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.

Perlindungan Lingkungan Hidup

Perlindungan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan

Buku Mutu Lingkungan (kadar mahkluk hidup, zat

energi atau unsur pencemaran yang ada dalam sumber
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daya alam) yang bertujuan untuk mencegah timbulnya
dampak negatif dari =suatu pembangunan terhadap
lingkungan hidup sekitarnyva sehingga setlap rencana
kegiatan usaha yang diperkirakan mempunyai dampak
prenting terhadap lingkungan, terlebih dahulu harﬁs
dilengkapi dengan sebuah Analisis Mengenai dampak
Lingkungan (AMDAL) vyaitu diatur dalam PP No. 29

Tahun 1986.

Hal tersebut di atas dalam upays mencapal kese—

ragian pembangunan perikanan dan menghindarkan
akibat-~skibat negatif vang mungkin ditimbulkan,
seperti miselnya pencemaran perairan pantal akibat
terpusatnya industrl budidaya tambak udang intensif
vang banyak menggunakan makanan tambahan, russaknya
lingkungan deerah pantal akibat pemhukaan daerah
mangrove yang Xurang meﬁperhatikan faktor ekologi,
dsbh. Pemerinteh c.q. Departemen FPertanlan termasuk
perikanan sehingga diharapkan akibat-akibat negatif
vang ditimbulkan dari kegiatan usaha tersebut dapat

dihilanhkan atau minimal dapat dikurangi.





